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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dalam perkembangan zaman modern ini yang sudah masuk revolusi 

4.0 sudah banyak membawa perkembangan teknologi di keseluruhan bagian 

kehidupan sekarang ini oleh karena itu banyak macam tantangan potensial yang 

ditemui umumnya. Jika disimpulkan sekarang ini kemajuan teknologi juga 

berpengaruh di bidang ekonomi, misalnya dalam bertransaksi sekarang bisa 

dengan tidak menggunakan uang tunai dan melainkan memanfaatkan teknologi 

yang ada. Akan tetapi dengan memanfaatkan teknologi sekarang ini dapat 

menimbulkan kekhawatiran dengan permasalahan penyalahgunaan kemajuan 

teknologi itu sendiri yang dapat memicu suatu permasalahan yang tidak 

diinginkan.1 

Dalam perkembangan perekonomian modern sekarang ini peranan uang 

selaras krusial dibandingkan sebelumnya. Uang tidak lagi menjadi sebagai alat 

utama pertukaran dan pembayaran, tetapi berfungsi juga sebagai alat penimbun 

kekayaan (store of value), standar pembayaran tundaan (standard of deferred 

payments), dan satuan hitung atau pengukur nilai (unit of accounts), dan juga 

bisa berfungsi menjadi barang komoditi. Dalam sistem pembayaran dapat 

berubah setiap waktu dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran 

(payments system) dalam perekonomian. Pada awalnya, logam digunakan 

 
 1 Dewanti Arya Maha Rani et al, “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana 

Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 1, Edisi Januari 

2021, https://10.22225/jkh.2.1.2961.19-23, hlm. 20. 

https://10.0.86.209/jkh.2.1.2961.19-23
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sebagai alat pembayaran utama dikarenakan sama berharganya dengan emas. 

Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat 

pembayaran dan dianggap sebagai uang. Perkembangan manusia dalam 

bertransaksi akhirnya diikuti juga dengan perkembangan teknologi.2 

Perkembangan teknologi terjadi pada sektor keuangan dan investasi. Sektor 

keuangan dan investasi tidak hanya mengenal uang fisik akan tetapi sudah 

berkembang jauh menjadi keuangan dan investasi secara digital. Pada saat ini 

yang ramai dibahas mengenai mata uang virtual adalah disebut dengan 

cryptocurrency, selanjutnya penulisan mata uang kripto (cryptocurrency) akan 

disebut dengan cryptocurrency. 

Cryptocurrency adalah merupakan istilah mata uang digital yang 

menggunakan sistem teknologi kriptografi untuk melakukan proses transaksi 

mata uang digital secara tersebar yang aman. Secara umum, Cryptocurrency 

adalah mata uang digital yang peredaran dan perpindahannya melalui media 

internet yang menggunakan koneksi jaringan internet, karena peredaran dan 

perpindahannya melalui media jaringan internet maka untuk melakukan 

transaksi antara penjual dan pembeli cryptocurrency adalah melalui Platform 

Crypto Exchange agar tidak terjadinya tindak penipuan yang dilakukan oknum 

tidak bertanggung jawab.3 

 
 2 Pieter Erastus Yestandia, “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi 

Cryptocurrency di Indonesia”, Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, Malang: UB, 

2018, hlm. 2-3. 

 3 Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam 

Bursa Berjangka Komoditi”, Jurist-Diction, Vol. 3 No. 1, Edisi Januari 2020, https://doi.org/10. 

20473/jd.v3i1.17638, hlm. 303.  

https://doi.org/10.%2020473/jd.v3i1.17638,%20hlm.%20303.
https://doi.org/10.%2020473/jd.v3i1.17638,%20hlm.%20303.
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Dengan semakin populernya pasar cryptocurrency, sejumlah besar 

cryptocurrency tidak diatur regulasinya (beberapa ratus), perhatian yang lebih 

besar sekarang harus diberikan oleh pemerintah di Indonesia. Total kapitalisasi 

jumlah transaksi perdagangan cryptocurrency di Indonesia dari periode Januari 

hingga Mei 2022 mencapai 192 triliun rupiah.4 Pada saat ini regulator haruslah 

memiliki pandangan bahwa cryptocurrency harus lebih diawasi oleh regulator 

dan pengawas. Banyak ancaman yang dapat terjadi di pasar cryptocurrency 

seperti volatilitas harga, perdagangan spekulatif, serangan hack, pencucian 

uang, dan pendanaan teroris semuanya membutuhkan regulasi yang lebih ketat.5 

Semenjak kemunculan cryptocurrency terjadi fenomena di masyarakat luas 

belakangan ini terhadap cryptocurrency dikarenakan manifestasi dari 

perkembangan teknologi dalam bidang alat pembayaran virtual dan investasi. 

Dengan melihat adanya pergeseran cara dalam melakukan transaksi ini ke arah 

digital, hal ini dapat menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan bagi 

siapapun.6 

Mata uang kripto yang dibentuk menggunakan teknologi kriptografi yang 

rumit dan tidak mudah digandakan atau berpindah kepada pihak lain yang tidak 

mempunyai akses. Dan sekarang ini banyak jenis mata uang kripto yang beredar 

di berbagai Platform Crypto Exchange dan dapat digunakan untuk bertransaksi. 

 
 4 Ade Miranti Karunia, Terus Tumbuh, Jumlah Investor Kripto di Indonesia Capai 14 Juta, 

Kompas.com, https://money.kompas.com/read/2022/06/24/185531126/terus-tumbuh-jumlah-inves 

tor-kripto-di-indonesia-capai-14-juta, Pada tanggal 1 September 2022. 

 5 Robby Houben dan A Snyers, Cryptocurrencies and Blockchain: Legal Context and 

Implications for Financial Crime, Money Laundering and Tax Evasion, Belgium: Directorate-

General for Internal Policies, 2018, hlm. 11. 

 6 Dony Lesmana, Mata Uang Digital Cryptocurrency Resmi Masuk Indonesia, SindoNews.com, 

https://tekno.sindonews.com/berita/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-

indonesia, Pada tanggal 1 September 2022. 

https://money.kompas.com/read/2022/06/24/185531126/terus-tumbuh-jumlah-inves%20tor-kripto-di-indonesia-capai-14-juta
https://money.kompas.com/read/2022/06/24/185531126/terus-tumbuh-jumlah-inves%20tor-kripto-di-indonesia-capai-14-juta
https://tekno.sindonews.com/berita/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-indonesia
https://tekno.sindonews.com/berita/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-indonesia
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Sistem transaksi cryptocurrency menggunakan Teknik enkripsi untuk 

meregulasi setiap mata uang kripto baru dan memverifikasi setiap pengiriman 

dananya. Mata uang kripto ini beroperasi secara independen dan tanpa campur 

tangan pemerintah dan bank sentral.7 

Sebelum altcoin seperti Ethereum, Ripple, LiteCoin, dan cryptocurrency 

lainnya muncul, Bitcoin adalah cryptocurrency pertama yang memasuki pasar 

online. Penggunaan awal cryptocurrency adalah sebagai alat pembayaran atau 

mata uang dan penggunaan kedua adalah sebagai komoditas atau aset digital, 

yang biasanya disebut sebagai Aset Kripto. Aset cryptocurrency peer-to-peer 

(P2P) adalah komoditas digital berdasarkan teknologi blockchain. Maka dengan 

adanya Aset Kripto ini diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan 

Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang mengakui aset kripto sebagai 

komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka dan 

dengan diterbitkannya Peraturan dari Menteri Perdagangan, ada empat 

peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) yang 

mengatur teknis dari penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital 

bursa berjangka.8 

Bursa berjangka merupakan suatu badan usaha yang dimanfaatkan untuk 

melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada aset kripto. Selain 

berfungsi sebagai pelindung resiko fluktuasi harga, bursa berjangka juga 

 
 7 Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi, “Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Menggunakan 

Virtual Currency Di Indonesia”, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077, 

Pada tanggal 1 September 2022. 

 8 Shabrina Puspasari, Op.cit., hlm. 305. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44077
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berfungsi sebagai pembentukan harga efektif dan transparan terhadap informasi 

harga yang menjadi patokan dalam perdagangan oleh investor. Perkembang 

bursa berjangka dalam perdagangan aset kripto ada muncul beberapa 

permasalahan yang diakibatkan ketidakpahaman investor ketika melakukan 

perdagangan berjangka dengan aset kripto sebagai subjeknya. Permasalahan 

yang ada dalam perkembangan investasi jika tidak dipadukan dengan edukasi 

kepada masyarakat atau calon investor dapat menimbulkan rentan akan 

menimbulkan kerugian. Contoh kerugian yang disebabkan dari tidak jelasnya 

underlying asset pada penerbitan aset kripto baru adalah jenis aset kripto I-

COIN (ICN) yang mengalami penurunan sejak penerbitan mulai dari Februari 

2022 tersebut menyebabkan para investornya mengalami kerugian.9 Dari 

contoh kasus ini, transaksi aset kripto tidak lepas dari kerugian yang bisa 

dialami oleh investor yang melakukan investasi aset kripto bursa berjangka. 

Dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bappeti dinilai masih 

kurang dalam sisi perlindungan konsumen yaitu terkait prosedur 

pertanggungjawaban dari penjual aset kripto yang merupakan seorang individu 

terhadap investor apabila terjadi suatu kerugian. Tidak hanya itu, masalah lain 

yang muncul dalam penerbitan transaksi aset kripto oleh Pedagang Aset Fisik 

Kripto adalah tidak adanya pemberitahuan terhadap resiko atas tidak adanya 

underlying asset yang mendasari penerbitan aset kripto tersebut.10 

 
 9 Slamet Bowo, Mengenal I COIN, Crypto Milik Wirda Mansur yang Harganya Terus Anjlok 

Sejak Launching Februari 2022 Lalu, KalbarTerkini.com, https://kalbarterkini.pikiran-rakyat.com/ 

ototech/pr-1634259717/mengenal-i-coin-crypto-milik-wirda-mansur-yang-harganya-terus-anjlok-s 

ejak-launching-februari-2022-lalu, Pada tanggal 1 September 2022. 

 10 Shabrina Puspasari, Op.cit., hlm. 307. 

https://kalbarterkini.pikiran-rakyat.com/%20ototech/pr-1634259717/mengenal-i-coin-crypto-milik-wirda-mansur-yang-harganya-terus-anjlok-s%20ejak-launching-februari-2022-lalu
https://kalbarterkini.pikiran-rakyat.com/%20ototech/pr-1634259717/mengenal-i-coin-crypto-milik-wirda-mansur-yang-harganya-terus-anjlok-s%20ejak-launching-februari-2022-lalu
https://kalbarterkini.pikiran-rakyat.com/%20ototech/pr-1634259717/mengenal-i-coin-crypto-milik-wirda-mansur-yang-harganya-terus-anjlok-s%20ejak-launching-februari-2022-lalu
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Maka dari itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

(Bappebti) yang merupakan lembaga pembinaan, pengaturan, pengembangan, 

dan pengawasan terhadap kegiatan bursa berjangka komoditi harus dapat 

melindungi para pihak dalam Bursa Berjangka, terutama para investor. 

Berdasarkan isu hukum yang telah penulis paparkan diatas, perlu 

diperhatikannya kejelasan terhadap underlying asset dan peraturan yang 

mengaturnya atas penerbitan aset kripto baru yang dilakukan oleh individu. 

Apabila bagi investor yang melakukan investasi mengalami kerugian yang 

disebabkan ketidakjelasan dari underlying asset dan peraturan yang mengatur 

aset kripto yang dikeluarkan oleh individu, yaitu apakah pertanggungjawaban 

bagi peserta (investor) dalam bursa berjangka ketika terjadi kerugian dalam 

transaksi aset kripto baru tersebut. 

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka fokus pembahasan dalam 

penelitian ini adalah mengarah pada pertanggungjawaban perdata pemilik aset 

kripto terhadap investor yang mengalami kerugian dalam transaksi aset kripto 

dan menganalisis bagaimana bentuk pengaturan terhadap pemilik aset kripto 

yang menyebabkan kerugian bagi para investor. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan terhadap Cryptocurrency di Indonesia? 
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2. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata pemilik cryptocurrency 

terhadap para investor aset kripto I-COIN yang mengalami kerugian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

diadakannya penelitian skripsi ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pengaturan terhadap pemilik 

cryptocurrency yang menyebabkan kerugian bagi para investor. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban perdata pemilik 

cryptocurrency terhadap para investor aset kripto I-COIN yang mengalami 

kerugian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum 

perdata dan juga menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai 

pertanggungjawaban perdata terhadap pemilik cryptocurrency yang 

menyebabkan kerugian bagi para investor. Serta diharapkan penelitian ini 

diharapakan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan 

bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang mempunyai minat untuk 
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melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

 

2. Manfaat Praktisi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan atau 

referensi yang bermanfaat bagi para pihak terutama bagi pihak akademisi, 

praktisi, mahasiswa Fakultas Hukum, dan serta masyarakat umum. Serta 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para regulator dan 

penegak hukum untuk mengetahui bagaimana harusnya terhadap bentuk 

pengaturan terhadap Pemilik Cryptocurrency yang menyebabkan kerugian bagi 

para investor, dan juga agar para pihak pelapor dapat melaporkan kejadian yang 

menyebabkan kerugian bagi mereka. 

 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah merupakan konsep gambaran atau rencana yang 

berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan 

penelitian yang berlandaskan pada hasil penelitian.11 Kerangka teori sebenarnya 

juga merupakan abstraksi dari hasil pemikiran penulis yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relevan oleh penulis. Dalam mengkaji dan menganalisis permasalah 

tentang pertanggungjawaban perdata pemilik cryptocurrency terhadap kerugian 

 
 11 Laeli Nur Azizah, Pengertian Kerangka Teori: Contoh dan Cara Membuatnya, gramedia.com, 

https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/, Pada tanggal 04 September 2022. 

https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/
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investor aset kripto I-COIN maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai 

berikut: 

1. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Utrecht kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama 

adalah peraturan yang bersifat umum memiliki tujuan untuk memberitahu 

individu bahwa apa perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, 

dan yang kedua adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi individu agar tidak 

terjadi kesewenangan-wenangan oleh negara, tatanan hukum umum yang 

diketahui individu adalah kepastian hukum negara dari pemerintah.12 

Menurut Apeldoorn kepastian hukum adalah mengenai bepaalbaarheid (hal 

yang dapat ditentukan) hukum melalui hal yang bersifat konkret. Artinya pihak 

yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus 

sebelum memulai suatu perkara.13 Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian 

hukum adalah aturan berlaku sebagaimana mestinya, dan tentunya kepastian itu 

sendiri adalah tujuan primer berdasarkan aturan yang sebagai akibatnya 

kebiasaan tertulis dan kepastian hukum tidak bisa dipisahkan.14 

Kepastian hukum muncul dari persoalan normatif, sehingga terbentuk 

aturan-aturan yang seharusnya dapat mengatur masyarakat secara aman. 

Kepastian hukum mengacu pada keadilan dimana hukum dalam 

pelaksanaannya ditegakkan secara jelas, tetap dan konsisten. 

 
 12 Hardi Munte, Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada, Medan: Penerbit Puspantara, 

2017, hlm. 22. 

 13 Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, gramedia.com, https://www.gramedia. 

com/literasi /teori-kepastian-hukum/, Pada tanggal 14 September 2022. 

 14 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 

160. 
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Fungsi teori ini dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mempermudah 

dalam penelitian terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat 

diberikan bagi investor yang mengalami kerugian, karena dengan adanya teori 

kepastian hukum diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai 

permasalahan yang akan dibahas. 

 

2. Teori Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban adalah merupakan kewajiban dalam memikul segala 

resiko dan perbuatan yang terjadi. Apabila dijabarkan tanggung jawab 

merupakan kesadaran seseorang dalam menjalankan kewajiban untuk 

menanggung dan memikul segala resiko dan perbuatan yang terjadi akibat dari 

tingkah laku dan perbuatannya yang baik disengaja maupun tidak disengaja 

secara sadar atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. 

Pertanggungjawaban ada karena kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan 

tidak berbuat semaunya agar tercipta keadilan, keselarasan, dan keseimbangan 

antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan 

tuhan.15 

Dalam teori pertanggungjawaban dapat merujuk kepada dua istilah, yaitu 

liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being 

responsible). Liability adalah karakter risiko dalam tanggung jawab yang 

memiliki sifat pasti, bergantung, dan meliputi semua karakter hak dan 

 
 15 Faisal Rosid, Pengertian Tanggung Jawab, scribd.com, https://www.scribd.com, Pada tanggal 

tanggal 01 September 2022. 

https://www.scribd.com/
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kewajiban secara aktual dan potensial seperti kejahatan, biaya, kerugian, 

ancaman, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-

undang. Responsibility adalah pertanggungjawaban yang dilakukan karena 

suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan 

kecakapan meliputi bertanggung jawab atas undang-undang yang 

dilaksanakan.16 

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:17 

a. Pertanggungjawaban individu, yaitu bertanggungjawab secara individu 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 

b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggungjawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; 

c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang individu 

bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja 

dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; 

d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu bertanggungjawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak 

diperkirakan. 

Fungsi teori ini dalam penelitian skripsi ini adalah memberikan pandangan 

atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian 

 
 16 Mody Gregorian Baureh, “Pertanggungjawaban Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Dalam 

Proses Legislasi Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-

Undang”, Tesis Ilmu Hukum, Program Pasca Sarja Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta: UAJY, 

2013, hlm. 84. 

 17 Dian Arsyadi, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Di Bacakan Di Kota 

Padang”, Tesis Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Padang: Unand, 2016, 

hlm. 14. 
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ini diarahkan kepada kajian dan analisis dilakukan terhadap 

pertanggungjawaban perdata pemilik cryptocurrency terhadap kerugian 

investor aset kripto I-COIN. 

 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Jika diartikan perlindungan hukum dapat diartikan dari dua gabungan 

definisi, yaitu perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan 

sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Dan hukum diartikan sebagai 

peraturan atau adat yang diresmikan atau dikukuhkan oleh penguasa atau 

pemerintah. Jika didefinisikan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai hal 

yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah dengan peraturan atau 

perundang-undangan yang ada dengan tujuan upaya melindungi.18 

Dalam arti lain perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai konsep dalam 

fungsi hukum itu sendiri yang memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, 

kemanfaatan, dan kedamaian. Adapun beberapa pendapat dari para ahli 

mengenai arti perlindungan hukum diantaranya:19 

a. Menurut Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai 

bentuk upaya melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain 

agar mereka dapat menikmati hak yang diberikan hukum. 

 
 18 Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperoleh 

nya, hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-

cara-memperolehnya-lt 61a8a59ce8062, Pada tanggal 11 September 2022. 

 19 Gde Oka Dharmawan Carma, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak 

Pidana Terorisme di Bali”, Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana Ilmu Hukum, Yogyakarta: UAJY, 

2018, hlm. 17. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt%2061a8a59ce8062
https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt%2061a8a59ce8062
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b. Menurut Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai 

bentuk upaya melindungi harkat dan martabat terhadap hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum 

kesewenangan. 

c. Menurut CST Kansil mengartikan perlindungan hukum sebagai bentuk 

upaya aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan agar 

memberikan rasa aman, baik dari pikiran maupun fisik dari gangguan dan 

ancaman pihak manapun. 

Perlindungan hukum berguna untuk memberikan perlindungan terhadap 

subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu:20 

1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh 

penguasa atau pemerintah dan terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran yang akan 

terjadi dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 

melakukan suatu kewajiban. 

2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir yang diberikan 

dikarenakan sudahnya terjadi sengketa atau pelanggaran dengan 

memberikan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. 

 
 20 Tatiek Gabriela Sofiyana, “Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Anak Nakal Dari 

Publikasi Media (Studi Di P2TP2A Kabupaten Malang)”, Skripsi Ilmu Hukum, Program Sarjana 

Ilmu Hukum, Malang: UMM, 2019, hlm. 16. 
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Fungsi teori ini dalam penelitian skripsi ini adalah untuk mempermudah 

dalam penelitian terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat 

diberikan bagi investor yang mengalami kerugian, karena dengan adanya teori 

perlindungan hukum dapat mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan yang 

akan dibahas. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid 

dengan tujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan, dan membuktikan 

pengetahuan tertentu sehingga dapat memahami, memecahkan, dan 

memprediksi masalah.21 Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian 

yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif 

untuk membantu membahas dan menjawab permasalahan yang timbul dalam 

penelitian penulisan skripsi ini. Penelitian hukum normatif atau penelitian 

hukum kepustakaan adalah suatu metodologi atau metode yang digunakan 

untuk penelitian dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang ada.22 

Metode penerapan penelitian hukum normatif dilakukan dengan mereduksi 

 
 21 Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: 

Prenadademia, 2016, hlm. 3. 

 22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13. 
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permasalahan yang ada, digambarkan menggunakan penelitian hukum teoritis 

dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam praktik.23 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

memakai 2 metode antara lain:24 

1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan 

pendekatan penelitian yang menggunakan bahan hukum berupa peraturan 

perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. 

Dalam penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua undang-

undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang 

ditangani. 

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual (conceptual 

approach) adalah merupakan pendekatan untuk menemukan ide-ide yang 

muncul dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna 

melahirkan pemahaman, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai 

landasan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang dihadapi. 

 

 
 23 Amirudin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009, hlm. 118. 

 24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013, hlm. 135-136. 
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3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

mengumpulkan bahan-bahan hukum, yaitu yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini, bahan 

hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720). Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5232). 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3821). 

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843). 
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5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253). 

6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 

Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset 

Kripto (Crypto Asset) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1395). 

7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 

tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi 

Perdagangan Aset Kripto. 

8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 

tahun 2019 tentang (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. 

9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 

Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan 

Di Pasar Fisik Aset Kripto. 

10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 

Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik 

Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu Dokumen atau bahan hukum yang 

berhubungan erat dengan memberikan gambaran tentang bahan hukum primer, 
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seperti buku, artikel, jurnal, kajian, makalah, dan lain-lain, yang berkaitan 

dengan topik yang sedang dibahas. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan untuk memberikan 

petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Hukum, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Adapun bahan hukum didapatkan dengan cara menggunakan metode Studi 

Kepustakaan (Library Research). Dalam metode pengumpulan bahan hukum 

untuk penelitian ini menggunakan penelusuran bahan-bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan dilakukan secara 

kualitatif dengan narasi seperti kitab-kitab literatur, media elektronik, peraturan 

perundang-undangan, dokumen, dan hal-hal lain yang telah dikumpulkan 

dengan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum adalah tentang bagaimana sumber bahan hukum yang 

dikumpulkan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian ini. Alasan 

menggunakan analisis preskriptif berbasis komponen hukum dalam mata kuliah 

ini mengarah pada kajian teoritis berupa asas-asas hukum, konsep-konsep 



19 
 

 
 

hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Metode yang digunakan untuk analisis 

adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif menganalisis data dengan 

menguraikan secara rinci dan tepat fenomena tertentu yang relevan dengan 

uraian penulisan skripsi ini. Analisis secara kualitatif penyajian hasil tertulis 

yang disistematisasikan oleh penelitian teori hukum dan hukum positif. Hal ini 

akan dirumuskan menjadi bentuk kesimpulan dengan kalimat yang logis, ilmiah 

dan mudah dipahami. 

 

6. Teknik Penarik Kesimpulan 

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi 

ini adalah metode deduktif. Metode deduktif yaitu teknik menarik kesimpulan 

dengan data tertentu yang bersifat umum, selanjutnya akan dibahas dengan 

menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
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